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TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah,
berkesinambungan dan bertanggung jawab maka perlu menyusun
dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta
berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Mentenn Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata
Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka Rencana Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021.

Mengingat > 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dani Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);


mailto:kominfo.pangandarankab@gmail.com

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan



10.

11.

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan,

13.

14.

15.

16.

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan
dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19);

23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan



Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 288);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
590);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,



Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
87).

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Sen E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);

38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor
79).

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daecrah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24,



Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
24);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 10);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

44 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2019 Nomor 70);

45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor Tahun 2017 Nomor 53);

46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;



47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2019 Nomor 67);

48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60
Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021 Nomor 42);

49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun
Anggaran 2021.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (Remja) Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,
menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Renja Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian.

KETIGA . Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.



KEEMPAT

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 2% September 2021
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,

NIP. 19720106 199803 1 002
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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Illahi Rabbi karena atas perkenan-Nya
penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kabupaten Pangandaran dapat diselesaikan.

Perubahan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun
2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian untuk tahun 2021, yang disusun antara lain
berdasarkan analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat
pusat dan daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global
maupun nasional. Selain itu, Perubahan RENJA ini juga disusun untuk memberikan
kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi
pembangunan.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian harus melaksanakannya secara
akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (betfer performance).
Untuk menjamin keberhasilan™ pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Tujuan
dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Apabila diperlukan
dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat
dilakukan perubahan / revisi muatan RENJA termasuk indikator-indikator kinerjanya.
Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Parigi, 23 September 2021
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian

UDA, ST., M.Dev.Plg

Y . . “dv
__¥mbina Tk. 1, IV/b

NIP. 19720106 199803 1 002
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun,
yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khusunya, dan
pembangunan daerah dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan
produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD
berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama
penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah
menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Tahun 2021 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun
berjalan dan rencana yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan diantaranya perkembangan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, dokumen Perubahan Renja Tahun 2021 ini disusun untuk menjadi
pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian yang kemudian akan dituangkan dalam rancangan
APBD Perubahan (RAPBD Perubahan) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum
Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Renja

Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran
di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan,
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang
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Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402),

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 136);

22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
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Tahun 2011 Nomor 927);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 288);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 590);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24
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Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009
Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);

38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 79);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);

4]1. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 10);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
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44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2019
Nomor 70);

45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
Tahun 2017 Nomor 53);

46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2019 Nomor 67);

48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerna
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 42);

49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Rema) Perangkat
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Dacrah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2021 Nomor 47).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini
disusun dengan maksud untuk menyelaraskan dengan dokumen Perubahan RKPD dan
sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1
(satu) tahun mulai dari bulan Januari s.d Desember 2021 dan dalam pelaksanaannya
terdapat kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya
dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Tahun 2021 adalah untuk:
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Penyelarasan dengan Dokumen Perubahan RKPD 2021,

Menyediakan dokumen perencanaan tahunan tahun 2021;

Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021;

Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021

a0 oo B

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
1.4. Sistematika
Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

13 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BABII HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN SAMPAI

DENGAN TRIWULAN I

21 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Tahun 2021 s/d Triwulan II

22 Permasalahan Yang Ada Pada SKPD

BABIII RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021

BABIV PENUTUP




PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2021
L

BABII

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan 11 ditujukan untuk

mengidentiifkasi sejauh mana kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam

melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksannakan pada tahun berjalan atau tahun

2021.

Adapun evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran sampai dengan Triwulan 11 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Dokumen Perencnaan Perangkat daerah dengan anggaran sebesar

Rp. 22.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.800.000,- atau 47,78%. Sisa
anggaran sebesar Rp. 11.800.000,-

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar

Rp. 2.559.352.148.- dan terealisasi sebesar Rp. 1.050.870.778.- atau 41,06%. Sisa
anggaran sebesar Rp. 1.508.481.370.-

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan
anggaran sebesar Rp. 40.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.800.000,- atau
33,99%. Sisa anggaran sebesar Rp. 26.800.000,-

Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD dengan anggaran sebesa

Rp. 10.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.800.000,- atau 47,78%. Sisa
anggaran sebesar Rp. 11.800,000,-

Pelaporan Pengelolaan Rertribusi Daerah dengan anggaran sebesar

Rp. 20.600.000,- dan terealisasi Rp. 10.200.000,- atau 49,51%. Sisa anggaran

sebesar Rp. 10.400.000,-
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Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran
sebesar Rp. 19.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.000.000,- atau 46,87%. Sisa
anggaran sebesar Rp. 10.200.000,-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan
anggaran Rp. 4.264.030,- dan terealisasi sebesar Rp. 685.000,- atau 16,06%. Sisa
anggaran Rp. 3.579.030.-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar

Rp. 41.545.250,- dan terealisasi Rp. 9.689.500,- atau 23,32%. Sisa anggaran
sebesar Rp. 31.855.750,-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 6.505.650,-
dan terealisasi sebesar Rp. 1.955.700,- atau 30,06%. Sisa anggaran

Rp. 4.549.950.-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar

Rp. 8.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.335.000,- atau 29,18%. Sisa
anggaran Rp. 5.665.000,-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran
sebesar Rp. 18.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.680.000,- atau 42,66%. Sisa
anggaran Rp. 10.320.000,-

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran
sebesar Rp. 230.778.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.597.500,- atau 1,59%.
Sisa anggaran Rp. 220.180.500,-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar

Rp. 110.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- atau 90,90%. Sisa
anggaran Rp. 10.000.000,-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 7.300.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 2.045.500,- atau 28,02%. Sisa anggaran Rp. 5.254.500.-
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e Penyediaan Jasa komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik dengan anggaran
sebesar Rp. 58.191.552,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.938.787,- atau 30,82%.
Sisa anggaran Rp. 40.252.765.-

e Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp.
127.381.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 58.303.500,- atau 45,77%. Sisa
anggaran Rp. 69.077.500,-

e Penyediaan Jasa pemeliharaanBiaya Pemeliharaandan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp.
85.281.548 - dan terealisasi sebesar Rp. 39.671.600,- atau 46,51%. Sisa anggaran
Rp. 45.609.948 -

e Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajak,dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.
10.275.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.375.700,- atau 32,85%. Sisa anggaran
Rp. 6.899.300,-

e Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran
sebesar Rp. 2.040.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Sisa anggaran Rp.
2.040.000,-

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

e Monitoring Opini dan Aspirasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 27.904.974. -
dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0%. Sisa anggaran Rp. 0,-

e Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 84.165.000.-
dan terealisasi sebesar Rp. 14.615.000,- atau 17,36%. Sisa anggaran
Rp. 69.550.000,-

e Pelayanan Informasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 43.530.000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 8.400.000,- atau 19,29%. Sisa anggaran Rp. 35.130.000.-

e Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan
anggaran sebesar Rp. 1.371.844.948 - dan terealisasi sebesar Rp. 12.543.046,-

atau 0,91%. Sisa anggaran Rp. 1.359.301.902.-

10
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3. Program Aplikasi Informatika

4.

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub domain dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar
Rp. 36.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.960.600,- atau 19,33%. Sisa anggaran
Rp. 29.039.400,-

Pengelolaan Pusat data Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar

Rp. 144.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 71.992.800 atau 49,99%. Sisa
anggaran Rp. 72.007.200.-

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
dengan anggaran sebesar Rp. 91.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 55.800.000,-
atau 60,78. Sisa anggaran Rp. 36.000.000,-

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.137.643.780.- dan
realisasi sebesar Rp. 65.181.761 atau 5,72%. Sisa anggaran Rp. 1.072.462.019,-
Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Pangandaran dengan anggaran sebesar

Rp. 952.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 952.000,- atau 100%. Sisa anggaran

sebesar Rp. 0,-

5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan,Analisis dan Diseminasi
Data Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp. 176.999.871,- dan realisasi

sebesar Rp. 0,- atau 0%. Sisa anggaran Rp. 176.999.871.-

6. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan
Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar
Rp. 95.313.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau 12,59%. Sisa

anggaran Rp. 83.313.000,-

llr
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3. Program Aplikasi Informatika

4.

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub domain dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar
Rp. 36.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.960.600,- atau 19,33%. Sisa anggaran
Rp. 29.039.400,-

Pengelolaan Pusat data Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar

Rp. 144.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 71.992.800 atau 49,99%. Sisa
anggaran Rp. 72.007.200.-

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
dengan anggaran sebesar Rp. 91.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 55.800.000,-
atau 60,78. Sisa anggaran Rp. 36.000.000,-

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.137.643.780,- dan
realisasi sebesar Rp. 65.181.761 atau 5,72%. Sisa anggaran Rp. 1.072.462.019,-
Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Pangandaran dengan anggaran sebesar

Rp. 952.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 952.000,- atau 100%. Sisa anggaran

sebesar Rp. 0,-

S. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan,Analisis dan Diseminasi
Data Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp. 176.999.871,- dan realisasi

sebesar Rp. 0,- atau 0%. Sisa anggaran Rp. 176.999.871 -

6. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan
Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar
Rp. 95.313.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau 12,59%. Sisa

anggaran Rp. 83.313.000,-
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e Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dengan anggaran sebesar Rp. 19.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.000.000,-

atau 46,87%. Sisa anggaran Rp. 10.200.000,-

2.2 Permasalahan Yang Ada Pada SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran, tidak terlepas dar beberapa
permasalahan dan hambatan, antara lain :

1. Adanya himbauan rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid sehingga
terjadinya pemangkasan anggaran pada beberapa kegiatan.

2. Kurangnya SDM yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statisik dan
Persandian baik secara kuantitas maupun secara kualitas berakibat pada penyelesaian
pekerjaan yang tidak sesuai target waktu, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran
kegiatan dapat terganggu.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan dan
kelancaran program/ kegiatan sesuai rencana. Kesuksesan pelaksanaan program dan
kegiatan tergantung adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara.
Dinas Komuniaksi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran
memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui
pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkain cara untuk mencapai tujuan dan sasaran
vang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan
diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang
berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukan
adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu system operasional Dinas
Komuniaksi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran.
Kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan dalam konteks organisasional Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dirumuskan melalui renstra

organisasional Dinas Komunikasi, InformatPika, Statistik dan Persandian Kabupaten
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Pangandaran untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1.

Mengintegrasikan aplikasi di lingkup Kabupaten Pangandaran sehingga informasi
yang disajikan berkualitas yaitu cepat, akurat dan relevan. Meningkatkan

kemampuan dari sisi kapasitas dan ketersediaan layanan informasi;

. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian;

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur melalui pengiriman pegawai dalam
program dan kegiatan di tingkat provinsi maupun tingkat nasional;

Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan
kewenganan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten
Pangandaran;

Optimalisasi penggunaan anggaran;

Menyusun dokumen perencanaan yang menjadi pedoman standar pelaksanaan

tupoksi.
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BAB III
RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021
Perumusan perubahan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 telah mempertimbangkan
beberapa faktor dengan menyelaraskan tujuan, sasaran daerah dan sasaran mstansi,
peningkatakan kualitas pelayanan kedapada masyarakat untuk mencapai standar pelayanan
minimal. Adapun perubahan program dan kegiatan tahun 2021 pada urusan Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diarahkan untuk mencapai sasaran
diantaranya :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daereah Kabupaten/Kota
e Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
e Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
e Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
e Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD
e Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
e Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
e Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
¢ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
e Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
e Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
e Penyediaan Jasa Surat Menyurat
e Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
e Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
e Penyediaan Jasa PemliharaanBiaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
e Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajak,dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
e Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
e Pengelolaan Media Komunikasi Publik
e Pelayanan Informasi Publik
e Penyelenggaraan Hubungan Masayarakat,Media dan Kemitraan Komunitas
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3. Program Aplikasi Informatika
e Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
e Pengtelolaan Pusat Data Pemerintahan dacrah
e Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
e Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah daerah
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
e Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan
Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
e Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
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BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang penyusunannya
telah mengacu pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021. Penjabaran ini diharapkan dapat
menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran dalam Tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan,
pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan
lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses
pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja imi belum
sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan

Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.

Parigi, 22 September 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran

S Vo2 \\

HUDA, ST., M.Dev.Plg
bina Tk. I, IV/b
719720106 199803 1 002
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Jumiah peralatan dan Jumiah peralatan dan
1 Panyediaan Peralatan dan Periengkapan Kantor | pariengkapan kantor yang periangkapan kantor yang donis dens L “ 5,089,500 51,600,850 40,488,250 (11,202,700} APBD
|disediakan disediakan
Unit Unit 1 1
" Panyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumish perslaten rumah tangge  |Jumish """""‘i rumah tangga | oy Jonis 4 4 1,985,700 6,505,650 2985,700 (.549,980)  APBO
0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumish barang cetaksn dan Jumiah barang cetakan dan Janls Jonls 3 3 2,335,000 8,000,000 3,776,000 (4,224,000 APBD
Jumiah bahan bacaan dan Jumiah bahan bacaan dan
2 m Bahan Bacasn dan Peraturan Perundang: p parundang o " " Janis Jonis A N 7,680,000 18,000,000 15,360,000 (2,640,000) APBD
yang disediakan yang disediskan
Jumiah rapat korodinas! dan Jumieh rapat korodinas! dan
2 Penyelanggaraan Rapat 1 dan Konsultas! SKPD SKPD yeng Konsultes! SKPO yang Kegletan Kegietan “ u 10,597,500 251,837,000 31,500,000 (220,337,000)|  APBOD
Laporan 1" Taporan 2 2
n o o "'m"'”“"'“"' orgng st Porsantase pengadaan barang | Persentase pengedaan barang % % % % 100,000,000 110,000,000 100,000,000 10,000,000}
millk daereh yeng terealisasl
2 Pengadasn Gadung kantor atau bangunan Lainnya ! Jumiah penyadiaan gedung Unit unit 1 1 160,000,000 110,000,000 106,000,000 (10000000)|  APBD
Persontase jese penunjeng
] Penyedisan Jasa Penunjang Urusen Pemerintahan Deersh | Persontase Jess penunjang urusan | urusen pemerintahan yeng % % 90 90 78,287,787 221,841,882 158,543,582 (69,297,970)
Jumiah jesa surat menyurat yang | Jumieh jasa surat menyurat
% Penyediaan Jasa Surat Menyurat | disediakan yang disedlakan Buah Buah 40 40 2,045,500 7,300,000 3,640,000 (3,660,000} APBD
Jumiah jasa komunikes!,sumbar  [Jumiah jass komunikas!,sumber
daya air dan listrik yang disediakan | daya alr dan lstrik yang
2 Panyediaan Jasa Komunikas! Sumber Daya Alr dan Uistrik disediakan Relaning Relaning s L 17,938,787 58,191,552 41,856,562 (16334970)|  APBD
Bulan Bulan 12 12
Jumiah jssa pelayanan umum Jumiah jasa pelayanan umum
23 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kantor yang disediakan kantor yang disediskan Bulan Buian 12 2 38,303,500 186,350,000 113,047,000 (43,303,000 APBD
Orang Orang_ € 3
» Samndindus besos i praseree yany Perseriase prasarons yang balk % % % % 44,722,300 108,006,848 4,173,300 (10,023,248)
Pany Jasa ih Biaya dan Jumiah jasa pemaeliharaan,biaya
30 Pajok f gan Dinas atau Dinas  |Jumiah jasa blaya |[p dan pajak Unit Unit 2 3 39,671,600 85,281,548 82,820,600 (2.460,948)|  APBD
Jabatan ih dan pajak p gan dinas
P \gan dinas atau kend atau dinas jabatan
|dinas jabatan yang disediakan yang disediakan
Jumiah jasa pemeliharaan,biaya
Penyediaen Jasa P Blaya tih sPajak  |Jumlah jasa pemaeilharaan,blaya | pemeliharaan,pajek dan
3 den Pacisinen Oines O dooks 5 " ot dined Unit Unit 2 2 3,375,700 10,275,000 7,422,700 (2.847300)  APBD
dines ateu |operasional ateu \gan yang
\spangan yeng disediakan | disediakan
3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnys Jumiah peralatan dan mesin Jumiah perslatan dan mesin Unit Unit 20 20 1,675,000 7,500,000 3,925,000 (3,575,000} APBD
|
Jumiah gedung kantor dan
u m"‘" /Rehabilftas! Gedung Kantor dan Bangunan |, ran lainnya yang - Unit 1 : 2,040,000 (2,040,000)  APED
|
a " gy Parsentase tata kelola layanan | Parsentase tate kelola layanen
34 o dan Publlk ) ! publlk st |infromas subls % % 50 50 35,558,048 1,522,130,574 993,042,943 (589,097,026
. Persentase ketersediaen konten | Persentase ketersediaan
ngelol dan kast Pubi i yeng dipublikesikan,Persentase | konten yang
" Daerah Kebupaten/Kota pergoioiaon medamessadan | Ggubikasiian Persentase % % 58 " 15,588,046 1,822,130,974 933,042,948 {589,097,026)
pengelolaan medis masee dan_
1 Menltrolng Opini dan Aspiras! Publik m".m‘;:‘;:::x“ °:"::(::‘ : 2 : 30,999,874 (20999,074)  APSD
1ditindailanjuti
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] s % 00 1,400,800.00 2400,000.00 740000000 . . 10200,000.00 arm
3 ok ang
Penyusungn Dokunien Ferencanaan Perangkat Daerah Humiah dokumen perencanasn perangkat duerah dokumen 200 21,800,000.00 100 3,400,000.00 100 7400,000.00 00 . 300 10,800,000, 00 10000 | A779
Adeivicrod Nausngan Parsnghat Osersh PARGREDS VOl s YUt sy lpoven % .00 3499,952,048.00 496,894,303.00 .00 wr7asa000 | 2200 . . . 1064,670,778.00 4.9
Pioosiont Safl Y oo A !.hltli!l!al.!! otang 000 2,959,352,148.60 2000 8348430000 | 2000 610630600 | 2000 . 1000 105087077606 | 10000 | 4206
Palaksariaan Penataucahaan dan Pengullan s ikas Keungan SKPO = 4 8%
Kevangan SKPD e dokumen 200 40,600,000.00 100 3,400,00006 200 1040000006 | 200 : 100 180600000 | 30000 | 339
Jomish barang ik dsersh pads peranghat (Eirh ,,,,, g;&m 13,000,000.00 3000000 | 980 Taobpo000 | IM| T . 3 10,400,000.00 prips
b hondiibalk......... h -
rota 900 umiah barang ik daersh pada SKPD yang ooy 2200000008 Lo T ] e z% =) % 10,800,000.00 am
B ——— con ") - L. - :
. % ™ 20/600,000.00 3,3200,000.00 100 700000000 | 100 ; : = 10,300,000,00 wn
PUhpaan Panguielion Rutshou Do Jurmiah retsibusi taporan 100 20/800,000.00 100 3,200000.60 100 700000000 | 100 100 1020000000 | 10000 | 4951
% .00 19,200,000.00 2,800,000.00 200 630000000 | 300 9/000,000.00 s
Koordinas Sistem informasi ﬁﬂ“mﬂuﬂ Soters nlormas | mgigtan__ | 300 300 | .00
- el et e e e = 100 » 30 D 100 -
e ——— e — % 500 309,092.930.00 5,460,000.00 im0 | a0 27,002,700.00 .
s fumian nstatan o we| : 100 . 100 10000
A Banguran Kentor 4364, et . 085,000 . 085,00000 1006
) g e e u - T : so0| " : Mol uced
e — ik peralatin dan porengRapan onicT vang] o S — A Tee0e iiim.m,%“ 140000090 ;.&.wﬁ‘ 089,500 riu,%‘ s A 9089,50000 |—ig ey
. — S - 3
PODOMUIN Posabiton Nommils Teoasn Jumiah pevatatan U Langga yang disediotan jonis 1600 6,505,650.00 ’ s %00 LoT000 | 400 : 1200 151870000 | 7600|2330
Rarong ¢ Eﬂnﬁ!?gi Jonis 400 #000,000.00 ™ 18000000 100 Caasso0000| o0 2 300 239500000 | 0000 | 2939
Rt dan Peral: Wit Yhypaing “1 ~
s Jumish bahan bacaai dan peraturan perundang
rshecsuleprests Jonis 100 16,000,000.00 100 : 100 768000000 | 100 100 768000000 | 10000 | 4267
Panyelonggaraan Rapat Koordinas! dan Konsuasi SKPO IR tagot o éon hoonbied 500 L lnien 1 Sy 230,778,000.00 o0 2 ) 2,267,500.00 l;sﬁ s et $197,50000 | 7200 223
oo s e L S———— T2, untt »m 110,000,006.00. " 100/690,000.60 . : D . : B . 109,000,000.00 L9851
PONpHfin: Sl Ko siaw Sasgnas Live HORs 0ung ber s Bingie e unt 100 110,000,00000 100 100,000,000.90 . g : 100 100,000,00000 | 10000 | 9091
- b Il“ % .00 192,872,852.00 .00 aseessoe | anoe 5243008400 | 10,00 . . . 7a07,700.00 039
e zalr!tl :.iAx.isl i ‘_ivlls%iitt- buah 40.00 7,300,000.00 . . 2000 2,045,500.00 1000 . 30,00 2,00%,500.00 00| W02
- Pornyediaan fusa Komunikas, Sumber Daya Alr dan Listrik ok o Vominikas,simibar daya ai dan és$§sz..€._..,.s..‘“mm$ $6,191,982.00 X §256.953.00 Y ,683,984.00 oo 320, lomminnit e ‘wu@.( 17,996,787.00 Tﬁ 08
L e . i sy 7 1 - ; ) - - P17 YN .
Poyodiaan Jasa Polayanan U Kantor m R VD Yang B — — >§~&» 127,385,000.00 00 It o 40,703,30000 |- . o— 4,309,500.00 E;ﬂw% a7
e - s e - B 1 6900 | PSS s v 21 e S
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Kendaraan Dinas Jabatan furmlah Jasa pamelihaiaan, biays pemeliharaan
dan pajak kendarasn perorangan dinas atay unit 200 R5.281,148.00 260 #390.000.00 200 aiaisame | 200 ’ 200 3M100000 | 10000 | 4200
kendaraan dinas jabatan yang diediakan
poy i oy Pormel Volnk 4 Porklon Vedarenn Dinas Ovarsiona . = nedinrnn . . . T SIS JENS, (SS S SESEN (ST A —
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keamanannys, jumiah aplikasi
yong tersertifikes! elektrontk

yang tersertifiias! elektronik

Jumiah Media Onfine yang Media Media 1 1
3 Pengelolaan Media Kemunikasi Publik s 14,618,000 87,340,000 52,917,000 (34,423,000)|  APSD
o yang Sostned Sosmed 4 .
8 Palayanan Informasi Publik Jumish informasi publik yang | Informast Publik | Infermasi Publik 48 48 8,400,000 53,800,000 16,200,000 (87,600,000}
- LALLMV LLL RS PYIn
9 W::n Hubungan Masyarakat,Medla dan Jumiah hubungan dangan media  |Jumiah hubungan dangan media M 3 3 12,843,046 1,350,000,000 862,925,948 (486,074,082)
Kemitraan Komunitas M
40 | Program Aplikasl informatika ;"‘.2"“""‘"‘""" toha haloia ;’;" kamatangan tata kalola | oy Indeks 3 3 109,998,161 442,323,780 1420,804,384 978,540,874
Pongelolaan Nema Domain yang Telah di tetapkan oleh | Parsentase domain yang Persentasa domaln yang
41 Pemerintah Pusst dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah  |terkelols,parsentase sub domaln |terkeiola,persentase sub % % 100, 80 100, 80 6,960,000 36,000,000 96,000,000 »
Kabupaten/Kota L] |domain yang terkeiols.
Jumiah domaln yang berjalan Jumiah domain yang berjalan
’ ! dan® Nama Domain dan sup | 3en8an balk dengan balk Domain Domain 1 1
2 Domain dalam Penyelenggeraan Pemerintahan Daerah 6,960,600 36,000,000 96,000,000 . APBD
Jumlah sub domain yang berjalan |Jumiah sub domain yang sub Domaln sub Domain 20 20
dengan baik
™ sy bt i % % ) ™ 102,974,561 408,323,780 1,984,864,354 978,540,574
Unit Unit 3 3
44 Pengalolaan Pusat Data Pemerintahan daerah 71,992,800 144,000,000 144,000,000 - APBD
Jumiah aplikas! yang tersimpan di | Jumiah aplikas! yang tarsimpan Sistsm Sistem 5 L
pusat data pemerintah daers| di pusat data pemerintsh dae
B Apil Jumiah proses bisnis [Jumiah implementas! proses Proses Bisnis Proses Bisnis 10 10
) ——— n 55,800,000 109,800,000 109,800,000 N T
Jumiah aplikesi yang Jumiah apiikas! yang Sistom Sistem 3 3
{kem!
Jumiah sumber daya TIK yang Jumiah sumber daya TiK yang APBD &
4% Peng dan Pengelolaan Sumbar Daya ¢ |dikelola dikslcla sumber days | Sumber days 1 1 65,181,761 152,523,780 1,131,064,354 978540574 | o
Komunikasi P ah N o
47| Urusan . 176,900,871 : (176,999,871
™ Program Ponyalenggaraen Statlstik Sektoral Parsontase publlkasi data statistik . % X ® . 176,909,871 ) (176,999,871)
Statlstik Sektoral desrsh Jumish dekumentas! stetistii
] i s v of Unghup sektoral yeng dipublikasiken . Publikes! . 1 . . 176,009,871 {176,999,871)
Kabupsten/Kota i
Jumiah koordinas! pemenuhan dan . koordinasi B 2 .
anallsis dats statistik sektoral OPD
- ) ) " Jumiah pengumpulan dan
dan Peng Peng dokumen : 7 . 176, 71 .
o Anallsis dan Disaminas! Data Statistik Sektoral pengelohan data . Psmbing . 1 176,999,871 (176,999,871)
Jumlah anaiisis dan d:umlnnl : “’““"“"E . 1 -
.. _Wm—mv%mm Pemerintehan Porsandian 21,000,000 172,018,000 38,400,000 (137,518,000
52 21,000,000 172,918,000 38,400,000 {137,518,000)
Informesi
Ponyelenggerasn Persendlan untuk Pengemanan Informesi Parsentase kogletan
L Pomerintah Deerah Kabupsten/Kota | Persontase keglatan pengamanen | pengemanen informesi % % 10 18 12,000,000 149,998,000 18,000,000 {191,998,000)
| pernarintah deersh
\ Jumiah aplikas! yang diujl
P Anallsis dan Peng Sumber
5 Daya Keamanan Infermas! Pemerinteh Daerah Jumiah apikas! yang diuj vaarnanannya, jumioh apilasl | Apllkas 1 1 12,000,000 149,998,000 18,000,000 (131,998,000)  APBL




Penetapan Pola Hubungan Komunikas! Sandl Anter Jumiah prosedur kemunikesi  (Jumiah presedur kemunikes!
Porangkat Deerah Kabupaten/Kota sand! anter perangket deerah | sendl anter parangkat daarah Presedur Prosedur 9,000,000 22,920,000 17,400,000 {8,520,000)
yong disusun__ yong disusun_
Operasionalisasi Jaring Komunikas! sandi Pemerintah Saluran Saluran
Deerah m.'.‘m:‘ Jumiah sandl dan materli sandi | Jumiah sandi dan matarfi sandl | Komunikas! Komunikas $,000,000 22,820,000 17,400,000 (8,520,000) APBD
sandl__ sand!
_.-Parigi, 2F5eptember 2021
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